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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembayaran pajak bumi 
dan bangunan via ATM terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang. Dimana 
penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan alat uji menggunakan Program 
Aplikasi Statistical Package for the Social Science (SPSS) V 22. Sampel yang digunakan adalah  
wajib pajak bumi dan bangunan yang melakukan pembayaran via ATM di setiap kecamatan 
Kota Palembang sebanyak 99 wajib pajak. Penentuan sampel menggunakan metode systematic 
random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier 
sederhana, uji asumsi klasik, uji-t dan koefisien determinasi. Dari hasil uji-t, didapat  nilai thitung  
> ttabel (5,978 > 2,365) maka disimpulkan Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa pembayaran 
pajak bumi dan bangunan via ATM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 
Kota Palembang.  
 
Kata kunci— Kepatuhan Wajib Pajak, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Via ATM 
 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to to know how to effect of land and building tax 
payments via ATM on tax compliance in the city of Palembang. Where this research using 
quantitative analysis techniques using test equipment Application Program Statistical Package 
for the Social Science (SPSS) V 22. The sample is taxpayer of land and building tax that 
payments via ATM in every district of Palembang by 99 taxpayers. The samples using 
systematic random sampling method. The type of data used are primary data with data 
collection using questionnaires The method of analysis in this research is a simple linear 
regression, the classic assumption test, t test and the coefficient of determination. From the 
results of the t test, obtained the value t count > t table (5.978 > 2.365), that Ha accepted. This 
indicates that land an building tax payments via ATM significant effect to tax compliance in the 
city of Palembang. 
 
Keywords— Tax Compliance, Land and Building Tax Payments via ATM 
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1. PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, pengalihan  pajak bumi dan bangunan 
(PBB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan salah satu bentuk pola desentralisasi. 
Peralihan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan dari Direktorat Jenderal 
Pajak ke Pemerintah Daerah paling lambat dilakukan tanggal 1 Januari 2014. Peralihan tersebut 
segera dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan. Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 231/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan 
Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah.  
Pada awal tahun 2012, pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk masyarakat kota 
Palembang akan langsung dikelola oleh pihak pemerintah kota Palembang. Pemerintah kota 
Palembang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sudah mempersiapkan sarana dan 
prasarana yang diperlukan dengan terobosan baru untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan 
(PBB) melalui mesin ATM dalam rangka menerima pengalihan dan pelimpahan wewenang 
pengelolaan PBB.  
Namun fenomenanya pada jelang jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan 
(PBB) 30 September 2014, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Palembang mencatat 
realisasi penerimaan pajak asli daerah disektor ini sudah melewati target rasio 75 % yakni 
sebesar 77,73 %. Nilai realisasinya yaitu sebesar Rp 73,84 miliar dari nilai target Rp 95 miliar. 
Nilai ini belum bisa dikatakan maksimal untuk pencapaian target tahunan 2014, terutama untuk 
mengejar total target PAD sebesar Rp 86,17 miliar. Dilihat dari nilainya bisa dikatakan belum 
cukup, pertanda kesadaran wajib pajak belum sesuai harapan. Agus Kelana selaku Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang menjelaskan bahwa wajib pajak di Palembang memang 
cenderung melunasi PBB di akhir tahun (Sindonews, 2015). 
Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan  penelitian ini diantaranya di kutip 
dari beberapa sumber penelitian, antara lain: 
Samsiyah (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan 
Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa variabel 
payment online system berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak . 
Berdasarkan hal tersebut dan kondisi yang sudah diuraikan, maka judul penelitian ini 
yaitu Pengaruh Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan via ATM Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak di Kota Palembang. 
 
1.1 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah: 
Bagaimanakah pengaruh pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM terhadap kepatuhan 
wajib pajak di Kota Palembang ? 
 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang 
terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang yang melakukan pembayaran 
pajak bumi dan bangunan via ATM 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembayaran 
pajak bumi dan bangunan via ATM terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pajak 
Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008, h.1) pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
 
2.2 Fungsi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2008, h.1) ada dua fungsi pajak yang terdiri dari : 
1. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 
bidang social dan ekonomi.  
 
2.3 Sistem Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2008, h.7)  sistem pemungutan terdiri dari tiga, yaitu : 
1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskal) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
3. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan 
fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak. 
 
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
 
2.5  Objek Pajak Bumi dan Bangunan  
Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 
(Waluyo, 2012, h.215)  
 
2.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenal dengan 
istilah nilai jual objek pajak (NJOP) berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 
79 ayat (1).  Penetapan NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali dan kecuali objek pajak tertentu 
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Serta untuk nilai jual 
objek pajak (NJOP) itu sendiri dilakukan oleh Kepala Daerah masing-masing wilayah.  
 
2.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan  
Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). Hal ini 
sebagaimana tercantum dalam Undang Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah pasal 80 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011(Waluyo, 
2012, h.217). 
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2.8 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Via ATM 
Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) via ATM merupakan salah satu fasilitas 
perbankan elektronik secara online yang dikembangkan untuk mempermudah wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya. Serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak . 
Langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak antara lain : 
1. Wajib pajak mendatangi fasilitas perbankan elektonik (ATM) bank yang telah bekerjasama 
dengan pemerintah kota/kabupaten yang telah menerima pembayaran PBB secara e-payment. 
Dengan membawa data yang lengkap dan benar tentang nomor objek pajak (NOP) dan tahun 
pajak yang terutang. 
2. Membuka menu pembayaran pajak bumi dan bangunan pada ATM 
3. Mengisi elemen dalam tampilan secara tepat, lengkap dan benar seperti NOP, nama 
kelurahan, jumlah PBB yang terutang, dan tahun pajak. 
4. Setelah tampilan berikut sesuai dengan keadaan sebenarnya makan klik ok. Kemudian 
mengambil hasil keluaran dari fasilitas perbankan elektronik (ATM) berupa struk.  
 
2.9 Kepatuhan Wajib Pajak 
Mangoting dan Sadjiarto (2013) kepatuhan pajak adalah kesadaran saat wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan pajak 
dibagi menjadi duan, antara lain : 
1. Kepatuhan pajak formal, adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang perpajakan. 
2. Kepatuhan pajak material, adalah suatu keadaan saat wajib secara substantif memenuhi 
semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 
 
2.10 Penelitian Sebelumnya 
Beberapa penelitian mengenai penggunaan sistem pembayaran dalam pajak secara online 
diantaranya di kutip dari beberepa sumber penelitian, antara lain: 
Wahyudi Setiawan dan Ahsin Daroini (2013) Pengaruh Sosialisasi dan Bank  Tempat 
Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak bumi dan bangunan serta bank 
tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun Frekuensi pemberian sosialisasi pajak bumi 
dan bangunan serta tata cara pemberian sosialisasi pajak bumi dan bangunan kurang 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Nganjuk. 
Samsiyah (2013) Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment 
Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bahwa hasil penelitian menunjukkan Payment 
online system berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan wajib pajak. 
Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh 
signifikan antara perubahan sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak. 
 
2.11 Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan masalah yang diangkat, tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka kerangka pemikiran peneliti ini untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan 
pokok yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
       Sumber: Penulis, 2015 
Pembayaran pajak 
bumi dan bangunan 
via ATM  
(X) 
Kepatuhan  
Wajib Pajak 
(Y) 
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2.12 Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis 
membuat hipotesis sebagai berikut yaitu: Pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
asosiatif karena penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek  dalam penelitian  ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang. Dan subjek dalam penelitian ini adalah 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Palembang.    
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang melakukan pembayaran via ATM 
dengan total jumlah sebanyak 13.544. Dengan sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 wajib 
pajak. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik systematic random sampling. 
Menurut Asep (2005, h.153) dalam sistematik sampling populasi dibagi dalam ukuran sampel 
yang diperlakukan (N) dan sampel yang diperoleh dengan cara mengambil setiap subjek ke-n. 
 
3.4 Jenis Data dan Sumber Data 
Penulis menggunakan data primer data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dari pembagian kuesioner ke sampel penelitian yaitu wajib pajak bumi dan bangunan kota 
Palembang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media lainnya yaitu bersumber dari 
literature, buku-buku, serta dokumen pemerintah yaitu print out jumlah data wajib pajak bumi 
dan bangunan yang terdaftar di Dispenda kota Palembang.     
    
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak 
bumi dan bangunan di kota Palembang untuk menganalisi pengaruh pembayaran pajak bumi 
dan bangunan via ATM terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Uji Normalitas 
 Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS V.22, 2015 
 
Berdasarkan table di atas nilai signifikansinya sebesar 0,200 > 0,05, maka Ho diterima. 
Disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
 
4.2 Uji Hetorosdeksitas 
                                          Tabel 2 Hasil Uji Hetorosdeksitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS V.22, 2015 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen (X) 
sebesar 0,183 lebih dari 0,05. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 99 
Normal 
Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 2.16496617 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .050 
Positive .045 
Negative -.050 
Test Statistic .050 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 3.175 1.118  2.841 .005 
Pembayaran 
PBB Via 
ATM 
-.079 .059 -.135 -1.340 .183 
a. Dependent Variable: ABS_RES1 
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4.3 Analisis Regresi linier Sederhana  
Tabel 3 Analisis Regresi Linier Sederhana 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standar
dized 
Coeffici
ents 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 5.344 1.816  2.943 .004 
Pembayaran 
PBB Via ATM 
.573 .096 .519 5.978 .000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Sumber : Hasil Pengelolahan SPSS V.22, 2015 
 
Persamaan regresi dengan model sebagai berikut : 
Y=  a + X + e 
Y = 5,344 + 0,573X + e 
Makna dari persamaan ini, bahwa jika pembayaran PBB via ATM nilainya adalah 0, 
maka tingkat kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar 5,344. Dan untuk setiap peningkatan 
pembayaran PBB via ATM sebesar 1, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat 
sebesar 0,573. 
 
4.4 Uji Parsial (Uji-t) 
         Tabel 4 Koefisien Pengujian Parsial 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.344 1.816  2.943 .004 
Pembayaran PBB 
Via ATM 
.573 .096 .519 5.978 .000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Sumber :Hasil Pengelolahan SPSS V. 22, 2015 
 
Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa variabel X mempunyai thitung = 5,978 ≥ ttabel = 2,365, 
maka Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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4.5 Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 5 Koefisien Determinasi (R
2
) 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Hasil Pengelolahan SPSS V. 22, 2015 
 
 Berdasarkan tabel di atas angka R
2
 menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 
variabel pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM terhadap kepatuhan wajib pajak 
sebesar 26,9 %. Sedangkan 73,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini.                 
 
4.6 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Via ATM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Adapun berdasarkan uji parsial (uji t) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan bahwa Ha diterima. Dapat 
disimpulkan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. Hal ini sesuai dengan nilai signifikansi t untuk variabel pembayaran pajak bumi via 
ATM yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandai bahwa variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.  
Adapun teori yang diungkapkan Wahyu (2005, h.1) bahwa untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak salah satunya dengan melakukan reformasi 
administrasi melalui electronic payment, dimana ini merupakan sistem pembayaran yang 
meningkatkan layanan kepada pelanggan, hemat waktu dan efisien, dapat dilakukan kapan saja, 
dimana saja. Layanan e-payment disini yaitu melalui ATM.  Theory of Planned Behavior 
menjelaskan dimana persepsi seseorang terhadap sejauhmana tingkat kemudahan dalam 
melakukan suatu tindakan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku, dengan begitu 
penerapan pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM yang lebih praktis akan 
mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Samsiyah (2013) yang berjudul 
Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menyatakan bahwa variable payment online system 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana nilai thitung > ttabel yang 
berarti payment online system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Dengan definsi operasional payment online system yaitu pembayaran pajak secara online 
dengan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan yaitu melalui ATM, 
Internet Banking ataupun Teller.  
Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) dengan 
judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 
menyatakan bahwa system administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan nilai R square sebesar 
26,9%. Nilai R square ini menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen. Dengan begitu persentase sumbangan variabel pembayaran pajak 
bumi dan bangunan via ATM terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 26,9 %, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. 
Model Summary
b
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .519
a
 .269 .262 2.176 2.310 
a. Predictors: (Constant), Pembayaran PBB Via ATM 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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Peneliti berpendapat bahwa faktor –faktor lain yang tidak diteliti mungkin lebih besar 
pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak Dalam hal ini nilai tidak terlalu tinggi dan tidak 
terlalu rendah, namun nilai kepatuhan wajib pajak ini merupakan pemacu bagi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk mengefektifkan sistem pembayaran pajak bumi dan 
bangunan. 
 
5. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  menggunakan kuesioner yang dibagikan 
kepada  99 responden tentang pengaruh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  via 
ATM terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji 
regresi sederhana, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) via ATM berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang. Ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin meningkatnya kualitas proses pembayaran akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar PBB via ATM.  
Nilai koefisien Adjusted R Square dalam penelitian ini menunjukkan variabel independen 
yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan via ATM dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak sebesar 26,9 % sedangkan sisanya 73,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin lebih besar pengaruhnya terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
 
6. SARAN 
 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka terdapat 
beberapa saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 
 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan via ATM karena masih sedikitnya 
wajib pajak yang mengetahui adanya peningkatan kualitas pelayanan Dispenda. Dan sebaiknya 
Dispenda lebih banyak melakukan kerjasama dengan perbankan agar tidak hanya bank-bank 
tertentu saja yang bisa melakukan pembayaran PBB via ATM guna meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. 
2. Bagi Wajib Pajak 
Wajib pajak sebaiknya melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu. 
Wajib pajak juga sebaiknya menyimpan dengan baik struk pembayaran guna sebagai bukti 
pembayaran. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih menambahkan dan memperluas variabel 
yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar hasil penelitian yang didapat 
lebih maksimal. Serta memperbanyak data yang akan diuji, sehingga diperoleh sampel yang 
lebih banyak dan hasil dan lebih akurat. 
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